PERATURAN DAERAH
PROVINSI GORONTALO

NOMOR 04 TAHUN 2002 SERI B
PERATURAN DAERAH PRCVINSI GORONTALO
NOMOR 41 TAHUN 2002
TENTANG

PAJAK PENGAMBILAN DAN PEMANFAATAN

AIR BAWAH TANAH DAN AIR PERMUKAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR GORONTALO,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf d, Undang -

undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas

Undang - undang Nomor 18 Tahun 1997 Téhtang Pajak

Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Pengambilan dan

Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air.

merupakan jenis Pajak Provinsi;

Permukaan



Mengingat

bahwa untuk memungut pajak sebagaimana dimaksud
pada huruf a perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan b, perlu membentuk
Peraturan daerah tentang Pajak Pengambilan, dan

Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan.

Undang - undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang
Ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara
Tahun 1967 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 2831);

Undang - undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang
Pengairan (Lembaran Negara Nomor 3046);

Undang - undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang
Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara
Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3699);

Undang - undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999
Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
Undang - undang Nomor 25., Tahun 1999 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan
Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848).



10.

1.

Undang - undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang
Perubahan atas Undang - undang Nomor 18 Tahun
1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran
Negara Tahun 2000 Nomor 246);

Undang - undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang
Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara
Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembar Negara
Nomor 3952);

Peraturan Pemerintah Nomer 22 tahun 1982 tentang
Tata Pengaturan Air (Lembaran Negara Tahun 1982
Nomior 37, Tambahan Lembaran Negara Nemor 3225);
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang
Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup
(Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3838);

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang
Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi
sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negera Tahun 2000
Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang
Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2001
Nomor 41);



12.

13.

14.

15.

16.

17

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang
Pajak Daerah (Lembaran Negara tahun 2001 Nomor
118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);
Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor
119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
Keputusan Presiden Nomor 64 Tahun 1972 tentang
Pengaturan, Pengurusan, dan Penguasaan Uap
Geothermal, Sumber Air Bawah Tanah dan Mata Air
Panas,

Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang

. Pengolahan Kawasan Lindung ;

Keputusan Presiden Nomor 318 / M / 2001 tentang
Pengangkatan Gubemur dan Wakil Gubernur Provinsi
Gorontalo.

Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
Nomor 1451 /10 / MEM / 2000 tentang Pedoman Tehnis
Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan di Bidang

Pengelolaan Air Bawah Tanah.



Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINS! GORONTALO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROVINSI GORONTALO TENTANG

PAJAK PENGAMBILAN, DAN PEMANFAATAN AIR BAWAH
TANAH DAN AIR PERMUKAAN.

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini dimaksud dengan :

L
2.

Daerah adalah Daerah Otonom Provinsi Gorontalo.

Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat daerah otonom
yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.

Kepala Daerah adalah Gubernur Gorontalo.

Dinas adalah Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Gorontalo

Dinas Pajak dan Pendapatan Daerah adalah Dinas Pajak dan Pendapatan
Daerah Provinsi Gorontalo.

Air Bawah Tanah adalah semua air yang terdapat dalam lapisan yang
mengandung air di bawah tanah, termasuk mata air yang muncul secara alamiah
diatas permukaan tanah.

Air permukaan adalah air yang berada diatas permukaan bumi tidak termasuk air

laut.



10.

12.

13.

14.

15.

Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut pajak, adalah iuran wajib yang dilakukan
oleh orang pribadi atau badan kepada Daerah tanpa imbaian langsung yang
seimbang, yang dapat dipaksakan, berdasarkan peraturan perundang-undangan
yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan
Daerah dan pembangunan Daerah.

Pajak Pengambilan dan Pemanfaatar Air Bawah Tanah dan Air Permukaan yang
selanjutnya disebut Pajak adalah pungutan Daerah atas pemanfaatan air bawah
tanah dan air permukaan tanah

Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak
Daerah

Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan
perundang-undangan perpajakan Daerah diwajibkan untuk melakukan
pembayaran pajak terutang, termasuk pemungut atau pemotong pajak tertentu.
Masa pajak adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan 1 (satu) bulan
takwim atau jangka waktu lain yang ditetapkan dengan keputusan kepala Daerah.
Tahun pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun takwim kecuali
bila wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun takwim
Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam
masa pajak, dalam tahun pajak, atau dalam bagian tahun pajak menurut
ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.

Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari perghimpunan data
objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besamya pajak atau retribusi
yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Waijib

pajak atau Wajib retribusi serta pengawasan penyetorannya.



16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang dapat disingkat SPTPD, adalah surat
yang oleh Wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan / atau
pembayaran pajak, Objek pajak dan / atau bukan Objek pajak, dan/atau harta dan
kewajiban, menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan
Daerah.
Surat Setoran Pajak Daerah, yang dapat disingkat SSPD, adalah surat yang oleh
Wajib pajak digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak
yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat pembayaran lain yang ditunjuk oleh
Kepala Daerah.
Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang dapat disingkat SKPD, adalah surat
ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumiah pokok pajak.
Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang dapat disingkat SKPDKB,
adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besamya jumlah pokok pajak,
jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak besamya sanksi
administrasi, dan jumlah yang masih harus dibayar.
Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang dapat disingkat
SKPDKBT, adalap surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas
jumlah pajak yang .telah ditetapkan.
Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang dapat disingkat SKPDLB,
adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran
pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau
tidak seharusnya terutang. '
Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang dapat disingkat SKPDN, adalah surat
ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besamya dengan
jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak;

7



23.

24.

25,

26.

27,

Surat Tagihan Pajak Daerah, yang dapat disingkat STPD, adalah surat untuk
melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau
denda.

Pengambilan air bawah tanah adalah setiap kegiatan pengambilan air bawah
tanah yang dilakukan dengan cara penggaiian, pengeboran atau dengan cara
rembuat bangunan penurap lainnya untuk dimanfaatkan aimya dan atau tujuan
lain.

Harga Dasar Air (HAD) adalah harga air béwah tanah per satuan volume yang
akan dikenai pajak pemanfaatan air bawah tanah, besamya sama dengan harga
air baku dikalikan faktor nilai air.

Harga Air Baku (HAB) adalah harga rata - rata air bawah tanah per satuan
voiume di suatu daerah yang besarnya sama dengan nilai investasi untuk
mendapatkan air bawah tanah tersebut dibagi dengan volume pengambilannya.
Nilai Perolehan Air adalah nilai air bawah tanah yang telah diambil dan dikenai
pajak pemanfaatan air bawah tanah, besarmnya sama dengan volume air yang

diambil dikalikan dengan harga dasar air.

BAB |l
NAMA, OBYEK DAN SUBYEK PAJAK
Pasal 2

Dengan Nama Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air

Permukaan dipungut Pajak atas setiap pemanfaatan air bawah tanah dan air
permukaan.

Obyek Pajak adalah :

a. Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan/atau Air Permukaan:

8



(3)

(2)

b.

C.

Pemanfaatan air bawah tanah dan/ atau air permukaan;

Pengambilan dan Pemanfaatan air bawah tanah dan / atau air permukaan ;

Dikecualikan dari obyek pajak adalah :

a.

Pengambilan, atau pemanfaatan, atau pengambilan dan pemanfaatan air
bawah tanah dan / atau air permukaan oleh Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah;

Pengambilan, atau pemanfataan, atau pengambilan dan pemanfaatan air
permukaan oleh Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah
yang khusus didirikan untuk menyelenggarakan usaha eksploitasi dan
pemeliharaan pengairan serta mengusahakan air dan sumber-sumber air;
Pengambilan, atau pemanfaatan, atau pengambilan dan pemanfaatan air
bewah tanah dan / atau air permukaan untuk kepentingan pengairan
pertanian rakyat;

Pengambilan, atau pemanfaatan, atau pengambilan dan pemanfaatan air
bawah tanah dan / atau air permukaan untuk keperluan dasar rumah tangga;
Pengambilan, atau pemanfaatan, atau pengambilan dan pemanfaatan air
bawah tanah dan / aiau air permukaan lainnya yang diatur dengan Peraturan
Daerah ;

Pasal 3

Subyek Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air

Permukaan adalah orang pribadi atau badan yang mengambil, atau

memanfaatkan, atau mengambil dan memanfaatkan air bawah tanah dan / atau

air permukaan.

Wajib Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air

Permukaan adalah orang pribadi atau badan yang mengambil, atau



(1)

memanfaatkan, atau mengambil dan memanfaatkan air bawah tanah dan / atau
air permukaan.

BAB il
DASAR PENGENAAN, TARIF DAN
CARA PERHITUNGAN PAJAK
Pasal 4
Dasar pengenaan Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan
adalah nilai perolehan air .
Nilai perolehan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dinyatakan

dalam rupiah yang dihitung menurut sebagian atau seluruh seluruh faktor-faktor :
a. jenis sumber air;

b. lokasi sumber air;

134

volume air yang diambil;

a

kualitas air;

luas areal tempat pemakaian air;

f.  musim pengambilan air;

g. tingkat/kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan atau
air permukaan;

Cara menghitung nilai perolehan air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal

ini adalah dengan mengalikan volume air yang diambil dengan harga dasar air.

Harga dasar air sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan secara periodik

oleh Gubernur setelah mendapat persetujuan DPRD dengan memperhatikan

faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini.

10



Pasal 5

Tarif Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan ditetapkan sebagai
berikut :

1
2.

Air Bawah Tanah sebesar 20 % ( dua puluh persen ).

Air Permukaan sebesar 10 % ( sepuluh persen ).

BAB IV
WILAYAH PEMUNGUTAN DAN CARA
PERHITUNGAN PAJAK
Pasal 6

Pajak yang terutang dipungut di wilayah Daerah;
Besamnya Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan yang
terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 4 dengan dasar pengenaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

BABV
MASA PAJAK, SAAT PAJAK TERUTANG DAN
SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH
Pasal 7

Masa pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1(satu) bulan takwin.

Pasal 8

Tahun pajak adalah jangka waktu yéng lamanya satu tahun takwim. Kecuali bila wajib

pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun takwim.

11



Pasal 9

Pajak terutang dalam masa pajak terjadi pada saat pengambilan air bawah tanah dan air

permukaan.

Pasal 10

Setiap wajib pajak wajib mengisi SPTPD.

SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan
lengkap serta ditandatangani oleh wajib pajak atau kuasanya.

SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan kepada

Gubernur selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah berakhirya masa
pajak.

Bentuk, isi dan tata cara pengisian SPTPD ditetapkan oleh Gubernur.

BAB VI
TATA CARA PERHITUNGAN DAN
PENETAPAN PAJAK

/ Pasal 11

Berdasarkan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), Gubemur
menetapkan pajak terutang dengan menerbitkan SKPD.

Apabila SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak atau kurang dibayar
setelah lewat waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak SKPD diterima,
dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan
dan ditagih dengan menerbitkan STPD.

12



(2)

Pasal 12

Wajib pajak yang membayar sendiri, SPTPD sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 11 ayat (1) digunakan uniuk menghitung, memperhitungkan dan
menetapkan pajak sendiri yang terutang.

Dalam jangka waktu 5 {lima) tahun sesudah saat terhutangnya pajak, Kepala

Daerah dapat menerbitkan :
a.  SKPDKB;

b.  SKPDKBT;

G. SKPDN;

SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diterbitkan:

a. apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang
terutang tidak atau kurang dibayar, dikenakan sanksi administrasi berupa
bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan. Dihitung dari pajak yang kurang
atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh
empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak;

b. apabila SPTPD tidak disampaikan dalam jangka waktu yang ditentukan
dan telah ditegur secara tertulis, dikenakan sanksi administrasi berupa
bunga 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau
terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat)
bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak;

. apabila kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi pajak yang terutang

dihitung secara jabatan, dan dikenakan sanksi administrasi berupa
kenaikan sebesar 25% '(dua puluh lima) dari pokok pajak ditambah sanksi
administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari
pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama

24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak;

13



SKPDKBT sebagimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diterbitkan apabila
ditemukan data baru atau data yang semula beium terungkap yang
meryebabkan penambanan jumlah pajak yang terutang, akan dikenakan
sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100 % {seratus persen) dari
jumlah kekurangan pajak tersebuf.

SKPDN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf ¢ diterbitkan apabila
jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak
atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.

apabila kewajiban membayar pajak terutang dalam SKPDKB dan
SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan b tidak atau
tidak sepenuhnya dibayar dalam jangka waktu yang telah ditentukan,
ditagih dengan menerbitkan STPD ditambah dengan sanksi administrasi
berupa bunga 2 % (dua persen) sebuian.

penambahan jumlah pajak yang terutang sebagaimana dimaksud pada
ayat (4) tidak dikenakan apabila wajib pajak melaporkan sendiri sebelum
dilakukan tindakan pemeriksaan.

BAB VI
TATA CARA PEMBAYARAN
Pasal 13

Pembayaran pajak dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh
Gubernur sesuai waktu yang ditentukan dalam SPTPD, SKPD, SKPDKB,
SKPDKBT.

Apabila pembayaran pajak dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, hasil
penerimaan pajak harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam

atau dalam waktu yang ditentukan oleh Gubernur.

14



Pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan
dengan menggunakan SSPD.

Pasal 14

Pembayaran Pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas

Gubernur dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk mengangsur
pajak terutang dalam kurun waktu tertentu, setelah memenuhi persyaratan yang
ditentukan. ¢

Angsuran pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus
dilakukan secara teratur dan berturut-turut dengan dikenakan bunga sebesar 2%
(dua persen) sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurah"g dibayar.
Gubernur dapat memberikan persetujuan kepada waijib pajak untuk menunda
pembayaran pajak sampai batas waktu yang ditentukan%%etelah memenuhi
persyaratan yang ditentukan dengan dikenakan bunga 2% (d{ua persen) sebulan
dari jumlah pajak yang belum atau kurang dibayar.

Persyaratan untuk dapat mengangsur dan menunda pembayaran serta tata cara
pembayaran angsuran dan penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan
ayat (4), ditetapkan oleh Gubernur.

Pasal 15
Setiap pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 diberikan
tanda bukti pembayaran dan dicatat dalam buku penerimaan.
Bentuk, jenis, isi, ukuran ténda bukti pembayaran dan buku_"; penerimaan pajak

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Guberr{iur.
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BAB VIiI
TATA CARA PENAGIHAN PAJAK
Pasal 16

Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal
tindakan pelaksanaan penagihan pajak dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh
tempo pembayaran.

Dalam jangka waktu 7 (tujuh) har seteiah tanggal surat teguran atau surat
peringatan atau surat lain yang sejenis, wajib pajak harus melunasi pajak yang
terutang.

Surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana
aimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat.

Pasal 17

Apabila jumlah pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi atau surat
peringatan atau surat lain yang sejenis, jumlah pajak yang harus dibayar dikali
dengan surat paksa.

Pejabat menerbitkan surat paksa segera setelah lewat 21 (dua puluh satu) hari

sejak tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis.

Pasal 18

Apabila pajak yang harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu 2 x 24 jam sesudah

tanggal pemberitahuan surat paksa pejabat yang ditunjuk segera menerbitkan surat
perintah melaksanakan penyitaan.
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Pasal 19

Setelah dilakukan penyitaan dan wajib pajak belum juga melunasi utang pajaknya,
setelah lewat 10 (sepuluh) hari sejak tanggal pelaksanaan surat perintah melaksanakan

penyitaan, pejabat mengajukan permintaan penetapan tanggal pelelangan kepada
Kantor Lelang Negara.

Pasal 20

Setelah Kantor Lelang Negara menetapkan hari, tanggal, jam dan tempat pelaksanaan

lelang, juru sita memberitahukan dengan segera secara tertulis kepada wajib pajak.

Pasal 21

Bentuk, jenis, dan isi formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan pajak
daerah ditetapkan oleh Gubernur.

BAB IX
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN
PEMBEBASAN PAJAK
Pasal 22

(1) Gubernur berdasarkan permohonan wajib pajak dapat memberikan pengurangan,
keringanan dan pembebasan pajak.

(2) Tata cara pemeberian pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Gubernur.
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BAB X
TATA CARA PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN DAN
PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN
SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 23

Gubemur karena jabatan atau atas permohonan wajib pajak dapat :

b. membetulkan SKPD atau SKPDKB atau SKPDKBT atau STPD yang dalam
o=nerbitannya  terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan atau
kz<eliruan dalam penerapan peraturan Perundang - undangan perpajakan
czerah;

c. membatalkan atau mengurangkan ketetapan pajak yang tidak benar;

d. meagurang«an atau menghapus sanksi administrasi berupa bunga dengan
dan kenaikan pajak yang terutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan
kzrena kekhilafan wajib pajak atau bukan karena kesalahannya;

Permchonan  pembetulan, pembatalan, pengurangan  ketetapan dan

pengrapusan atau pengurangan sanksi administrasi atas SKPD, SKPDKB,

SKPCKBT dan SPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan

secarz tertulis oleh wajib pajak kepada Gubemur, atau pejabat selambat-

lambzmya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima SKPD, SKPDKB, SKPDKBT
atau SPPD dengan memberikan alasan yang jelas.

(3)  Gubemur atau pejabat yang ditunjuk paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat

permchonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima, sudah harus

memberikan keputusan.

(4)  Apabla setelah lewat waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana yang dimaksud pada

ayat (3) Gubemnur atau pejabat yang ditunjuk tidak memberikan keputusan,

permahonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan
atau cengurangan sanksi administrasi dianggap dikabulkan.
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BAB XI
KEBERATAN DAN BANDING
Pasal 24

Wajib pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Gubernur atau pejabat
yang ditunjuk atas suatu :

a.  SKPD;

b.  SKPDKB;
C. SKPDKBT ;
d.  SKPDLB;
e. SKPDN ;

f.

pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga berdasarkan peraturan
Perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Permohonan  keberatan sebagaimanan dimaksud pada ayat (1) harus
disampaikan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia paling lama 3 (tiga) bulan
sejak tanggal SKPD, SKPDKB, SKPDKST, SKPDLB dan SKPDN diterima oleh
wajib pajek atau tanggal pemotongan / pemungutan oieh pihak ketiga
sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) déngan alasan yang jelas, kecuali
apabila wajib pajak dapat menunjukan bahwa jangka waktu itu tidak dapat
dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.

Gubernur atau pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 12 (dua
belas) bulan sejak tanggal surat permohonan keberatan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) diterima, sudah memberikan keputusan.

Apabila setelah lewat waktu 12 (dua belas) bulan sebagaimana dimaksud pada

ayat (3) Gubernur atau pejabat yang ditunjuk tidak memberikan keputusan,
permohonan keberatan dianggap dikabulkan.
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(57 Pengajuan keberatan dimaksud pada ayat (1) tidak menunda kewajiban
membayar pajak.

Pasal 25

——~
sk

Wajib pajak dapat mengajukan banding kepada Badan Penyeiesaian Sengketa
Pajak dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah diterima keputusan keberatan.
(2)  Pengajuan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunda
kewajibar membayar pajak .

Pasal 26

Apabila pengaduan keberatan sebagaimana dimaksud daiam Pasal 25 atau
¢ bandingkar sebagasimana dimaksud dalam Pasal 26 dikabuikan sebagian atau
seiuiuhnya, kelebinan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga
sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

BAB XII
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK
Pasal 27

(1)  Wajib pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan
pembayaran pajak kepada Gubemur atau pejabat yang ditunjuk.

(2)  Gubemur atau pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan
sejak diterimanya pemohonan pangembalian kelebihan pembayaran pajak
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.

(3)  Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampaui Gubernur
atau pejabat yang ditunjuk tidak memberikan keputusan, permohonan
pengembalian kelebihan pembayaran pajak di anggap dikabulkan dan SKPDLB
harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
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Apabila wajib pajak mempunyai utang pajak lainnya, kelebihan pambayaran pajak
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) iangsung diperhitungkan untuk melunasi
terlebih dahulu utang pajak dimaksud.

Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan didalam waktu paling lama
2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB dengan menerbitkan surat perintah
membayar kelebihan pajak (SPMKP).

Apabila pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah lewat
waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB, Gubernur atau pejabat yang
ditunjuk memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas
keterlambatan pembayaran kelebihan pajak.

Pasal 28

Apabila kelebihan pembayaran pajak diperhitungkan dengan utang pajak iainnya
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4), pembayarannya dilakukan dengan
cara memindahbukuan dan bukti pemindah bukuan juga berlaku sebagai bukti
pembayaran.

BAB XillI
UPAH PUNGUT
Pasal 29

Dalam rangka pemungutan Pajak Pengambilan dan Pemanfataan Air Bawah
Tanah dan Air Permukaan diberikan biaya pemungutan sebesar 5 % ( lima
persen ).

Pedoman tentang alokasi biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan
oleh Gubernur.
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(2)

(1)

(2)

(1)

BAB XIV
BAGI HASIL PAJAK
Pasal 30

Hasil penerimaan Pajak Pengambilan dan Pemanfataan Air Bawah Tanah dan Air
Pemmukaan diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten / Kota sebesar 70 % (
tujuh puluh persen ).

Alokasi penetapan hasil penerimaan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan dengan Keputusan Gubemur.

BAB XV
KADALUARSA
Pasal 31

Hak untuk melakukan penagihan pajak, kadaluarsa seteiah melampaui jangka

waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak, kecuali apabila wajib

pajak melakukan tindak pidana dibidang perpajakan Daerah.

Kadaluarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh

apabila :

a.  diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa atau ;

b.  ada pengakuan utang pajak dari wajib pajak baik langsung maupun tidak
langsung.

BAB XVI
KETENTUAN PIDANA
Pasal 32

Wajib pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi
dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak

benar sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidanakan dengan pidana
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kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan atau denda paling banyak 2 (dua) kali
jumlah pajak yang terutang.

(2)  Waijib pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi
dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak
benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana penjara paling lama

2 (dua) tahun dan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang.

Pasal 33

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 tidak dituntut setelah melampaui
jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak terutangnya pajak atau berakhirya masa pajak

atau berakhimya bagian tahun pajzk atau berakhimya tahun pajak.

BAB XVl
PENYIDIKAN
Pasal 34

(1)  Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan pemerintah Daerah diberi
wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana
dibidang perpajakan daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang - undang

Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

(2)  Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan
berkenaan dengan tindak pidana dibidang perpajakan daerah agar

keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas ;
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meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi
atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungari
dengan tindak pidana perpajakan daerah tersebut.

meminta keterangan dan bahan bukti dar orang pribadi atau badan
sehubungan dengan tindak pidana dibidang perpajakan daerah :
memeriksa buku - buku catatan - catatan dan dokumen-dukumen lain
berkenaan dengan tindak pidana dibidang perpajakan Daerah;

melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan,
pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan
terhadap bahan bukti daerah ;

meminta bantuan tenaga ahii dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan
tindak pidana dibidang perpajakan daerah ;

menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau
tempat pada saat pemeriksaan identitas orang dan atau dokumen yang
dibawa sebagaimana dimaksud pada hurufe ;

memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan
daerah ;

memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai
tersangka atau saksi ;

menghentikan penyidikan ;

melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak
pidana dibidang perpajakan daerah menurut hukum yang dapat
dipertanggung jawabkan;
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Penyidik sebagaimana pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan
penyampaian hasil penyidikannya kepada penuntut umum, sesuai dengan
ketentuan yang diatur dalam Undang - undang Nomor 8 tahun 1981 tentang

Hukum Acara Pidana.

BAB XViil
PENGAWASAN
Pasal 35

Pengawasan atas pelaksanaan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini

dilaksanakan oleh Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk .

Untuk melaksanakan ketentaun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pejabat

yang ditunjuk berwewenang :

a. memeriksa surat bukti pembayaran dan tanda lunas pajak.

b. memasuki semua tempat Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah
Tanah dan Air Permukaan .

C. meminta bantuan aparat pemerintah yang berwewenang untuk memeriksa
tempat Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air

Permukaan.

BAB XIX
KETENTUAN PENUTUP
- Pasal 36

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala ketentuan Peraturan Perundang

- undangan yang bertentangan dan atau tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini

dinyatakan tidak berlaku.
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Pasal 37
Hal — hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai

pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepaia Daerah.

Pasal 38

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini
dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo.

Ditetapkan di Gorontalo

nada tanggal 30 September 2002
GUBERNUR GORONTALO,
Capl/ttd

FADEL MUHAMMAD

Diundangkan di Gorontalo

pada tanggal 30 September 2002

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI GORONTALO
Cap/ittd

MANSUR JUSUF DETUAGE

(LEMBARAN DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2002 NOMOR 04 SERI “B")
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PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI GORONTALO
NOMOR 41 TAHUN 2002
TENTANG
PAJAK PENGAMBILAN PEMANFAATAN AIR BAWAH TANAH
DAN AIR PERMUKAAN

UMUM

Dalam rangka mewujudkan pembangunan Daerah sebagai bagian integral dari
pembangunan nasional perlu menggali potensi-potensi Daerah guna meningkatkan
kesejahteraan masyarakat.

Bahwa untuk menyelenggarakan pemerintahan, layanan masyarakat dan
pembangunan Pemerintah Daerah lebih mengetahui kebutuhan daerah dan
masyarakat, maka untuk mendukung penyelenggaraannya perlu didukung dengan
kewenangan yang luas dan bertanggungjawab secara profesional yang diwujudkan

dengan pengaturan, pembagian dan pemanfaatan sumber daya alam yang
berkeadilan.

PASAL DEMI PASAL
Pasal 1 s/d Pasal 11 Cukup jelas.
Pasal 12

Pajak yang kurang atau terlambat bayar paling lama dihitung sejak saat
terhitungnya pajak dan dikenakan sangsi administrasi 2% sebulan dalam dua
tahun (24 bulan).

Pasal 13 s/d Pasal 33 Cukup jelas.

27



